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DENGAN RAITMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

hahwa dengen diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

;i . Unidang-Undang Nomor 34 ‘Tahum 2000

-dang Uindang Nemor 18 Tahen 1997 testang

Pujaic Dueran demi Retribasi Daersh. dipandang porh mengaiur den

mengtapkan (anun yang meaganr tentang, Retibusi Tempat Rekroasi dan
aazavisats dalam Kabupaien Simeuhe:

ahwa uniuk moksud rersshut perin diatur dalam suaty Qanua

Undang-Undong Noraor 8 Tahun 1981 tentang Hulum Acata Pidana
(Lembiran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nonar 3200%
Uipdsmy-Undang Nomor @ Tahus 1990 tentang Kepariwisatsan (Lembaran
Megara Tahun 1940 Nomor 78, Tambahan Tembaran Negara Nomor 3427);
pmp-Undsng Nomor 44 Tahen 1999 fenteny Penyelengporman
Keistimewnan Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan .embaran Nogars Nomor 38%7)
Thdang-Unduug Nomor 48 Taiww 1959 letang Peubesiukan Rabupaten
Biteun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negam Tahun 1999 Nomor
| 76, ‘Fambohan [smbarsn Hegaa Nomer 38971
Undang-Undang Nomor 34 Fahuss 2001 tentang Perubahan alas Undang-
Undang Nomor 18 Talun 1997 tentong Pajak Dasrali dan Retribust Daerah
{Lembaran Nega Tabun 2000 Mamor 246, Tumbuhan Lombaran Negara
MNomar 4048);
i Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentng Otonomi Khusus bagi
Frovinsi Dherd iimews Aceh sebagai Frowinsi Nanggroc h
Durussalam (l.cmbaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tamhshan
Lembaran Negare Nomor 4134
¢ Nemor 10 ‘Tahws 3044 fentang Pembentoken Persfur:
g-Utdangan  {Lemberan Negam Tahun 2004 Nomor 53,
Tambshan Lembargn Negara Nomor 43891




3. Undang-Undung Nomor 32 Tahun 2004 tewang Pemerinlehan Daerah
{Lombecan Mogars Taliun 2004 Nomor 125, Tambshan Lembaran Negara
Noraor 4437%

9. Persran Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tewang Penyclenggaraan
Kepuriwiswaan (Lembaran Negars Tahus 1999 Nomer 101, Tambahan
Tembaran Negara Nemo:

10, Pemsran Pemerintdhy Nomor 66 Tuhun 2001 tontang Retefbusi Dacrah
{fembasan Negres Tehue 2001 Nemer 119, Tambahen Lemboran Negere
Nomor 4139)

11, Keputusan Memer Dalem Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidi
Fepimal Negerd Sipil i Linghusgau Peteriiah Davrdy

Dengan Persetujuan Bessama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
MEMUTUSKAN

Menetapken  © QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASIDAN PARIWISATA

BABI
KETENTEAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qaimun ini yang dimaksud dengan :

Duerain adalsh Kabupaten Simeulue;

b, Pemeriniah Dasrsh adalah Bupati beserta peranekat dasrah otonom lainnya
sebagai badim eksekutif daerob;

¢, Bupati 2dalsh Bupas Simeulue;

4. Wakil Bupati udalah Wakil Bupati Simeut;

& Dewan Perwakilan Rakyat Doersh Kabupaten Simenlue yang
dislitghai FFRD Katwpaicss Slieuive, adaiai Dadan | egislatil Daeish;

£ Dinas Kebudayaan dan Perawisata adaleh Dinas Kebudayann dan Pamasisata
Kshupaten Simeviue;

g Pawsate adalah segala sesusly yang berhubungun dengan wisak, rermasuk

objek dan diyn Larik wisata, serta ussha-nsuhn vang terkait dibidang torsehut;
Pejobat adalsh Pegawai yang diberi togas tenente o bidung retribust Daegsalt
sesuni dengan peratnran perundangan-undsngun yang berleku:

Badan adalal suatu hentuk badan wsaha yang melipu perseoan terbatay,
erseronn kownanditer perseroan Lainnye., badan usahe: milik negara atau dacran
Uengan nama dan benfuk apapun, persckutuan, petkampulan fimma, kongsi,
Koperasi, yayusan steu ongnisasi yang sejenis, kembaga, dens pensiun bentuk
E up sert bentuk ussha lainnye;

§. Retribusi Juse Usaha adalah Retribusi atas asa yang disediakan oleh Pemerintat
Dacrah denpan menganut sistim komersial kerena pada dasarnya dapat pula
disediahian olch sektor swasli,

Retribus] temper Tekeeosi dan perawisats yang selaujntnys vang discbutt
retribust adulah pembayaran tes pelavenen penyedinan lsmpal tekrcasi
parawisata dan dikelola oleh pemerintah dasraly;

i

w




Wajib Remfbusi adolah orang pribadi i badan yang meaurni persturati
porundeng undingan rewibust divajibken wntuk melalban pembayan
retribusi Dacrs

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjuinya dapat disingkac
SPORD adotalh st yang dignnakan oleh Waib Retribust unnik mendupatiian
datn Olbjek Refribusi dan wajib Refribusi sebagai daser perhimngan dan
pembayaran Retribusi ¥ang terhutang memurol peraturan pesupdang-indengan
wetribusi Daeralt:

Sumat Ketelapan Retrbusi Daersh, yang selanjutnys disingkat dengan SKRD,
adaleh Surat Keputusan yang menentukan besarnys jumlsh retribusi yong

El

B

wntang

o Pemeriksaan adalah semmpkainn kegiatan vtk mencari, mengumpulkan it
mengelola datm den st keterangan lainnys dalam ranpka pengawasen
Nepatulian ponceian bewajiban telibust Dudioli besdesahat pératuia
perundang-undangan retribusi Daeral;

Denyidikan Timdale Pidena 4 bidang Retribusi Daerah adalah serngkaian
tindakan yang giakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
discbul Penyidik, guns mencari serla meogumpulkan bekti yang dengan bukt
canbuat ferang tindsk pidaza di bidang retsthusi Dacrah yamg tegjadi sorta
menemukan tersangkanya.,

BABU
NAMA OBJEK DAN SUBJIFK RETRIBUST

Pasal 2

Dengan nma reiribusi fempal rekreqsi dan parawisata dipngut retribusi sehogal
e = pelavane: diann tempat rekrenst dan prrawisata.

Pusal 3
(1) Objek retribusi adalah pelayansn penyediaan fasiitas :
o Tempal Rekreas;
b, Tempal Pariwista,
(2) Tidnk termusuk objok reteibusi adaiah pelayanan penyediaan tempat rekreasi
dan parwisats yang dirsiliki dan dikelola oleh pibak swasta.
pasal 4
Subjek etribusi adelah orang pribadi ateu badan yang menggunakan/menikmati
pelavanan penyediaan tempnt rekreasi dan parswisata.
BAB I
GOLONGAN RETRIBUSL

Pusal 5

Retribusi temmpat rekressi dan parawisata digolonghan sebagai retribusi jasa usabo,



